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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan
bahwa dalam EU-Turkey Joint Action terbukti telah melanggar Prinsip
Non-Refoulment. Dalam pelaksanaan Treaty EU-Turkey Joint Action, para
pihak telah melanggar Prinsip Non-Refoulment, seperti yang tertuang
dalam pasal 1 yang menyebutkan “migran ireguler yang baru menyebrang
dari Turki ke Pulau- pulau di Yunani sejak bulan Maret 2016 akan
dikembalikan ke Turki”. Karena adanya pelanggaran tersebut muncullah
tanggung jawab negara (state responsibility) dari pihak Uni Eropa dan
Turki.

State Responsibility dari pihak EU adalah Common European
Asylum System (CEAS) yang didasarkan pada Artikel 14 dalam Universal
Declaration of Human Rights tahun 1948, yang menyatakan bahwa
terdapat hak-hak pengungsi untuk terhindar dari tindakan kekerasan dari
Negara lain. Dalam CEAS ini menghasilkan European Refugee Fund, lalu
perlindungan pengungsi dalam Temporary Protection Directive, dan
Family Reunification Directive, tetapi dalam pelaksanaannya di Uni
Eropa, masih terdapat hambatan-hambatan seperti prosedur yang dijalani

tidak sesuai, krisis keuangan di negara tersebut, pandangan buruk warga
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Uni Eropa terhadap pengungsi, alasan keamanan, dan kurangnya

infrastruktur keagamaan.
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State Responsibility dari pihak Turki berupa adanya kebijakan
Open Door Policy, dimana Turki menganggap para pengungsi sebagai
“tamu” (guest) dan para “tamu” ini diberikan status perlindungan
sementara (Temporary Protection) oleh Turki, diberikannya status tersebut
untuk memastikan tidak ada pengembalian paksa dan tidak ada batasan

pada jangka waktu mereka tinggal di Turki.

. Saran

Diharapkan kedepannya agar PBB membuat suatu instrumen
hukum yang tegas terkait tanggungjawab negara atas pelanggaran Prinsip
Non-Refoulment pada Konvensi Pengungsi tahun 1951. Dengan tidak
adanya sanksi hukum dari pelanggaran ini menyebabkan tanggung jawab
negara tidak bisa terlaksana dengan baik, sebab hingga saat ini tidak ada
instrumen hukum yang mengatur bentuk tanggungjawab negara apabila
tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban internasional mengenai

pengungsi.
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